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The more I learn, the more I realize how much I don’t know.  (Albert Einstein) 
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Segala hal yang berkaitan dengan pariwisata adalah kesenangan termasuk 
pembahasannya. (Dupa Wangi) 
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Mohamad Asep Hari Sasono, 2016. E0012251. KEBIJAKAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM PENGELOLAAN 
PARIWISATA DI ERA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebijakan Pemerintah 
Dearah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan pariwisata di era desentralisasi dan 
otonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat 
deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan 
melakukan wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan. Data primer 
berupa data yang diperoleh wawancara dengan narasumber yang merupakan 
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 
Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, serta observasi penulis terhadap 75 (tujuh puluh 
lima) daya tarik wisata di Kabupaten Pacitan. Bahan sekunder berupa data yang 
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, peraturan perundang-
undangan, jurnal, makalah, artikel dan media massa, bahan dari internet serta 
sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung 
bahan primer.  
Kesimpulan penelitian ini mendiskripsikan bahwa, pertama kebijakan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan pariwisata dibagi 
menjadi empat tahapan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua, hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacitan dalam pengelolaan pariwisata terdiri dari pendanaan, sumberdaya manusia 
dan sarana prasarana. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pariwisata, 


















Mohamad Asep Hari Sasono, 2016 E.0012251. TOURISM MANAGEMENT 
POLICY OF PACITAN LOCAL GOVERNMENT IN DESENTRALIZATION 
AND REGIONAL AUTONOMY. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This study aimed to describe tourism management policy of Pacitan local 
government in desentralization and regional autonomy. This research is empiric 
legal research which is descriptive. The research approach used in this study is a 
qualitative approach. It is a research method that produces descriptive data 
analytics indicated by the respondent in writing or speaking, and also fact on the 
ground.  
Data collection techniques used are field study through interviews with 
respondents and study of literature. Primary data are obtained from interviews 
with sources who is the head of Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas 
Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan, and the 
observations of the authors in 75 (seventy five) major tourist attraction in Pacitan. 
Secondary materials are in the form of data obtained from the library of materials, 
literature, laws, magazines, newspapers, articles and media, Internet materials and 
other sources related to the problem the examinated problem the support the raw 
materials. 
The conclusion of this study to describe that first, political government in 
Pacitan Tourism Management are divided into four stages of planning, 
organization, implementation and monitoring. Second, Pacitan district 
government obstacle running in tourism management consists of finances, human 
resources and infrastructures. 
 
Keyword: Policies of Local Self Government, Tourism Management, 
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